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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan PelabuhanKuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238
E-mail :jtkabtib@gmail.com Website: http:/inspektorat.tanjabbarkab.qo.id/

Kuala Tungkal, 3t Agustus 2023

Nomor . LHE - 700/29%/Isp/2023 Kepada Yth :
Sifat . Penting Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan
Lampiran 1 (satu) berkas Pengambangan Sumber Daya Manusia
Hal . Laporan Hasil Evaluasi Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Akuntabilitas Kinerja BKPSDM di-
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023. Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32
Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini
kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:
1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentangPenjenjangan ' Kinerja Instansi
Pemerintah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Téntang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daersh Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
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7) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Bara‘\t Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

8) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 81/Kep.Bup/lsp/2023
Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;

9) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor:
800.1.11.1/287/SPT/2023 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas
Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Ketahanan
Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakit dan Desa, Kecamatan
Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Renah Mendaluh
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakanrangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yangdirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data,pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansipemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerjainstansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan
pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,serta untuk r_nendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,
maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasiatas implémentasi SAKIP
terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Badan Kepegéwaian dan
Pengambangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk berkomitmen dan
secara konsisten meningkatkanimplementasi SAKIP dalam meWujudkan
capaian kinerja (hasil) yang telahdirencanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya.Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat
dijadikanpanduan bagi para evaluator.Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
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Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparawf
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. :

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain
evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan

pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

¢. Tujuan Evaluasi

1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada
Instansi Pemerintah.

2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKI'P;dan
e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi i ; _

1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | :

2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen
kinerja, yang meliputi:
a) Perencanaan Kinerja,
b) Pengukuran Kinerja; i
c) Pelaporan Kinerja;
d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap
implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan
kinerja jangkapanjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan
perencanaan kinerja jangka pendek.'i’ermasuk penerapan anggaran
berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data
kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas
pencapaian kinerja. :

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup,
antaralain:

a) Penilaian kualitas perencanaari kinerja yang selaras yang akan
dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; '
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b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja; 4 th

c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya;

d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan
kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

e) Penilaian capaian kinerja atas oufput maupun outcome serta kinerja

lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dilaksanakan .selama 15
(lima belas) hari mulai tanggal 02 s/d 19 Agustus 2023.

. Metodologi Evaluasi ‘ ‘

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi
dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi
kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan
tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang
ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP,
aktivitas evaluasi yang akandilakukan, serta kendala yang akan ditemukan
dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil
agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi
SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang
meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi
AKIP, antara lain:
1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan
/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaa nevaluasi AKIP, sehingga
pihak penyedia informasi dan data(responden) dapat memenuhi
kebutuhan tersebut. !
2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana |
Komunikasi dapat dilakukan dengan wewvancara secara langsung,
maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon,
chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih
dahulu jadwal dan catatan mengenai. hal-hal atau materi'.y,ang akan
ditanyakan.
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3) Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan
pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan
dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat
indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan
jalannya aktivitas. ‘

4) Studi Dokumentasi
Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang'tidalé secara
langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit
kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti
peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja _ .

Berdasarkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada
Pasal 2 huruf e angka 4 menyatakan bahwa “Badan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten”. “Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan”.

Dalam kedudukan dan fungsinya Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas
pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas
dukungan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
serta pembinaan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang
pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja
Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Infermasi Kepegawaian.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepeg'awaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu
pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

Berkaitan dengan isu-isu strategis' yang perlu mendapat perhatian
yang akan dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak. bisa dilepaskan
dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Rendahnya Angka Indeks Profesional ASN dengan kategori sangat
rendah (59);
2) Kesadaran ASN untuk berdisiplin masih rendah;
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3) Kurangnya kesempatan ASN untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
4) Kebijakan daerah dalam promosi dan mutasi pegawai dalam pemenuhan

aparatur perangkat daerah belum optimal.

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah
mewujudkan ASN yang professional, kompeten dan kompetitif. Sasaran untuk
mencapai tujuan tersebut yakni:
1) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme ASN.
2) Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN.

. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap
perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk pénerapan anggaran
berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja
yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya
yang digunakan dalam menentukan niIaj dalam evaluasi, akan tetapi juga
termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur
keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah. i

Secara umum, implementasi SAKIP pada Badan kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah masih délam tahap perbaikan
pemanfaatan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Pengukuran kinerja belum sepénuhnya dilakukan secara memadai,
karena Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan kinerja secara efekiif dan efisien yang dilakukan' secara
berjenjang dan berkesinambungan. ' i

Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang
besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya.

Untuk itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah perlu untuk fokus pada perbaikan kualitas perencanaan,
menyusun pengukuran kinerja yang memadai, melakukan evaluasi kinerja
secara berkala dan menyusun laporan kinerja dengan penyajian data yang
andal. Pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi
hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.
Berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat, kemudian dilakukan
pengkategorian dengan tujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah.

. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Evaluasi Akuntébilitas Kinerja terhadap Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tahun sebelumnya mendapatkan nilai 66,51 dengan
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kategori Baik yakni terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit
kerja, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan, serta komitmen dalam
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja belum berdampak langsung terhadap
pencapaian kinerja organisasi, dan masih terdapat beberapa hal yang belum
dilakukan tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Kinerja mulai memenuhi standar yang baik, tetapi belum
sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen
perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan
kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2. Indikator kinerja yang telah ditetapkan belum sepenuhnya
menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang hargs dicapai dan
tertuang secara berkelanjutan (tidak sering diganti dalam 2 periode
Perencanaan Strategis).

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutyhan. dalam
mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan belum sepenuhnya
dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang terlihat pada
Pimpinan yang belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil
keputusan dalam mengukur capaian, setiap level organisasi belum
sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja
unit dibawahnya secara berjenjang.

C. Pelaporan Kinerja

1. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar
menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja serta ~ upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang terlihat pada dokumen laporan
kinerja belum sepenuhnya menginfoka perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja dilevel nasional menginfokan' kualitas atas
capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya,
menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

2. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang
besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai-kinerja
berikutnya yang terlihat pada informasi dalam laporan kinerja yang
belum sepenuhnya selalu menjadi perhatian utama pimpingan, menjadi
kepedulian seluruh pegawai, informasi dalam laporan kinerjé berkala
digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja,
digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan
dihadapi berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja
organisasi.

v
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2. GAMBARAN HASIL EVALUASI
a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan
tentangkondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai

akhir

dari penjilmlahan kemponen-komponen

memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai

berikut:

[

%“ A
ke L3N SR - )
iy A

>90-100

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit
kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

> 80-90

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi
pemerintah/unitkerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi
hasil,karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon
4/Pengawas/Subkoordinator.

>70-80

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada
2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit
kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik
ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai
kinerja,memiliki sistem manajemen kinerja yang
andal dan berbasis teknologi informasi, serta
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level
eselon3/koordinator.

>60-70

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik
pada1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja
utama.Terlihat masih perlu adanya sedikit
perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru
dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit
kerja. /

>50-60

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.
Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan
walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas
kinerja pada unit kerja.

>30-50

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi system
manajemen kinerja sehingga masih periu banyak
perbaikan mendasar di level pusat.

>0-30

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak
dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat
penerapan manajemen kinerja sehingga masih
periu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya
sangat mendasar, khususnya dalam implementasi
SAKIP. ‘
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Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai

berikut:
1) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

2)

3)

a)

b)
c)

d)

e)

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

a)

b)

c)
d)

9

Belum ada bukti yang cukup bahwa Pengukuran Kinerja telah menjadi
dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik stfuktural maupun
fungsional, Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian
(Refocusing) Organisasi dan Pengukuran kinerja belum mempengaruhi
penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.

Belum ada kebijakan yang dibuat untuk mencapai kinerja.

Pemilihan program kegiatan masih sama dengan tahun-tahun
sebelumnya, belum terlihat inovasi untuk mencapai kinerja.

Belum ada dasar perhitungan di dalam penambahan atau pengurangan
anggaran unit kerja. |

Setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai belum. sepenuhnya
memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

'

Dokumen Laporan Kinerja belum rﬁenginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realiasi kinerja di level nasionallintemasional (Bené:hmark
Kinerja), belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja
beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan belum sepenuhnya
menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai
kinerja

Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan
(Bertanggung Jawab) dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai
Belum ada bukti telah disusun laporan kinerja berkala.

Belum ada bukti telah dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan
capaian kinerja berkala.

belum ada bukti telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
berkala.

Belum ada bukti yang cukup bahwa Informasi dalam laporan kinerja telah
digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi
berikutnya. '

Kebijakan tentang budaya organisasi belum disusun.

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a)

b)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan
oleh SDM yang memadai, belum sépenuhnya dila'ksanak.an dengan
pendalaman yang memadai dan belum dilaksanakan menggunakan
Teknologi Informasi (Aplikasi) ’

Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan
melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas

Kinerja internal.
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¢) Hasil Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Intemal belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta
dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

d) Belum sepenuhnya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan
memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
1) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

a) Mengusulkan penambahan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong
dan mengusulkan mutasi terhadap pegawai ya'ng kinerjanya tidak baik.

b) Memantau progress penyusunan SOTK yang berdasarkan PERMENPAN
No. 25 Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan anjab per level jabatan.

c) Melakukan rapat membahas strategi dalam mencapai kinérja‘ disertai
dengan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja.

d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mencapai target
kinerja.

e) Melakukan inovasi program kegiatan dalam rangka percepatan dan
peningkatan pencapaian kinerja.

f) Menyusun analisa kebutuhan terkait penambahan atau pengurangan
anggaran organisasi.

g) Setiap pegawai untuk membuat pakta integritas tentang komitmen untuk
melakukan pengukuran kinerja dengan andal dalam rangka mencapai
target kinerja.

2) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

a) Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja deng,én realiasi kinerja
di level nasionallinternasional (Benchmark Kinerja) pada BAB Il LKJiP,
dan Menyajikan informasi rhengenai kualitas atas capaian kinerja beserta
upaya nyata dan/atau hambatannya serta Menyajikan infor;'nasi mengenai
efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

b) Melakukan rapat yang membahas mengenai informasi capaian kinerja
dalam LKJiP dengan melibatkan seluruh pegawai/staff di dalam menyusun
LKJiP. ‘ ¥

c) Menyusun laporan kinerja secara berkala untuk digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d) Melakukan pembahasan mengenai penyusunan RENJA, dan dokumen
perencanaan penganggaran.

e) Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja secara berkala.

f) Melakukan pembahasan penyesuaian perencanaan kinerja berdasarkan
informasi di dalam LKJiP.

g) Menyusun kebijakan kepala organisasi tentang budaya orgahisasi.

n
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3) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang
memadai dan belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

b) Mengusulkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ' untuk
memperbaharui dan meningkatkan kualitas E-SAKIP sehingga dapat
digunakan untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah OPD dan Kecamatan.

c) Menyusun laporan mengenai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas
kinerja yang telah dilakukan sebagai bukti hasil dari pemanfaatan LHE
SAKIP.

d) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung
efektifitas dan efisiensi kinerja.

e) melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan
hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

3. PENUTUP
a. Simpulan
Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah memperoleh nilai 70,11 atau
predikat “BB”. Penilaian tersebut mehunjukkan bahwa -AKIP sudah
sangat baik tetapi masih tetap memerlukan perbaikan. Rincian penilaian
tersebut adalah sebagai berikut:

i 1 | Perencanaan Kinerja 7 30% - 22,88
2 | Pengukuran Kinerja 30% 20,53

3 | Pelaporan Kinerja 15% 09,75

4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% 16,95
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100% ‘ 70,11

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih ’Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan akuntabel, pemerintahan yéng kapabel, serta meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 4 ‘

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat
mewujudkan tujuan dari implementasi Sli\KIP itu sendiri,! yaitu meningkatnya
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah serta meningkatnya akuntabilitas  3adan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terhadap kinerjanya.
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Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2023 pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran
memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan
menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal,

2. Arsip.
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KERTAS KERJIA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS| PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

R s
14 Dewm« Perencanaan kinerja telah mudla'

0.00 1
Terdapat pedoman teknis peroncanaan kinerjo. it
Terdapat dokumen perehcanaan kinerja jangka panjang.

Terdapat dokumen parencanaan kinerja jangka pendek
Terdapat dob P aktivitas yang g kinerja

1
2
3| Terdapat [= inerja jangka
4
5

< | < |=<|=<]=<|]=<

6] Terdapat anggaran yang mendukung kinerja

10| Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhl standar yang balk,
yaltu uhluk m-nup-l lmll.dlnm ul:unn Iﬂurjuyany SMART,

mangg Ing) level secara logls,
serta mmpﬂhlﬁl(tn kinerja bidang laln (tmncu‘lﬂnn] .00

wriena
1| Dokumen Perencanaan Kinena telah diformalkan

Dokumen sidah lerbaru dan ditandatangani Fﬂnm. Renja, IKU, PK, (fnal & formal)

2| Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu |'Telah di Upload scsisal batas waku ', Telah diupload di ESR, website, E-SAKIP ser

tapat wakiu (screenshoot)
- T{Renta, Renfs; KU, PKC (inal & forma

3| Dekumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas
Kinera sebenarnya yang perlu
dicapai.

4| Kualitas Rumusan Hasil (Tuj telah jelas kan
|| kondisi kinerja yang akan dicapal. B
5| Ukuran Keberhasilan {Indi Kinerja) telah kriteria SMART.

Renstra, Renfa, IKU, PK, (final & formal)
Renstra, Ren)a

6| Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja
Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable -
tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).

IKU-

070 3

Sy Ranslra.ama.uw PK, (final & formal)
rRemlra renla [

7| Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapet dicapai
ievable), menantang, dan realistis,
8] Setiap Dokumen Kinerja menggambarkan h Yang -
berkesinambungan, serta selaras antara KondisiHasil yang akan dicapai b
di setiap level jabatan (Cascading). B e Q70

‘an

9| Perencanaan kinerja dapat ikan i tantang hubung; St C TR T e
Kkinerja, strategi, kebljakan, bahkan aldivitas antar bidang/dengan tugas Lo i
dan fungsl lain yang berkaitan (Crosscutting).

10| Setiap unitsatuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan ; PR B

Kinerja. . B ' 070 3 :

Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, B 7 : g PR .
0. : 3 7 '

-
=

1.c| Perencanaan Kinerja telah untuk dkan hasil

L—_- yang 15.00
[berkesinambunaan

Knteria:

1|Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapal.

m;sd

DPA, Rerla, RKFD

[ Akiivitas yang di lelah Kinerja yang ingin dicapal. OPA, Renja, RKPD

3| Target yang kan dalam P Kinerja telah dicapal dengan “|Ev. Renja (E.81)

Ibaik, atau setidaknya masih on the right track . B
3|Reneana aksl kinenja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu
s secara berkala. B

Ev. Renja (E.81) Belum diformalkan oleh

4] Terd per Dok P Kinerja yang
drtetapkan dari hasil analws perbaikan kinerja sebelumnya.

Hasil rekomendasi atas eval renja oleh bappeda
scr berkala

51T Dokumen P Kinerja
dalam mewujudkan kmdlsinmll yang lebih baik. B

6| Setiap uni/satuan kerja memahami dan pedull, serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah direncanakan B

T " Hasil rekomendasi atas eval renja oleh bappeda
070 i ' |ser berkala

PKeslZ IV

Seliap Pegawal memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam
mencapaikinerja yang telah

¥ =l S
P N | T N g e

Pengukuran Kllmjl hllh dlllhlll-l

1 P d: teknis peng| kinerja dan pengumpulan data

2| Terdapat Definisi Operasional yang jolas atas kinerja dan cara mengukur

3 Tudu:ll yang jelas P ulan data kinerja yang
|

uPﬂlguluulll nerja talah menjadi dalam
mmd-mmmwfm&m-muhllimhmhmm

barjenjang dan
1|Pimpinan selalu teribat sebagal pengambil keputusan (Decision Maker)

2| Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capalan

3| Data kdnerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang

4| Pangukuran linarja telah dilakukan secara beriala
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5[Sevap lovel isasi atas capaian m = L gk '_" 1 evaluast
\nena unil dibawshnya secara berjenjang : 5 | capaian kinerja mmmwmm
8 : b : darl level pafing bawah kasi / staf
Kinerja telah mer Teknolog! Info - -
mmv?ulln data idnerja telal o 010 o-sakip
7|Pengukuren capalan kinera telah mer Toknologt b o-sakip
’ l
72| Pengukuran Kinerja telah dndikan dasar dalam pembarian Reward
dan P t, serta peny lan strategl dalam mencapal kinerja
yang efektif dan eflslen 15.00
1| Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian L,_.nf
|{pembenan/pengurangan) tunjangan n \ 0,70
lonena/penghasilan ¥ b
2| Pengukuran Kinet|a telah monjadi dasar dalam - Pengukuran Khn'ja belum sepenuhinya menjadi | 777
penempatar/penghapusan Jabatan baik struktural
maupun fungsional c 0,50 |dasar dalam |‘°“°'“P""‘JWW Jabatan
3| Pengukuran kinerja telah mempengaruhl penyesualan (Refocusing) s [Pengukuran Kinetja belum sepenuhnya e
Organisast c | 050 14 peyesvalan Organisasi
1|Peng kinena telah mempengaruhi peny Strateg| dalam g Pengukuran Kinega belum sepenubinya g
mencapal kinerja c 050 mwﬁd\i penyesualan Strategi dalam
' mencapai kinera !
5| Pengukuran kinerja telah paruhi peny 1 K dalam Pengukurin K.Idel]:l b:lum sepenuhnya ('ﬂ?
mencapal kinerja. Kebijakan dalam
[+] 050
momapaihmda
+¢ Pengukuran kinera telah mempengaruhi penyesualan Aktivitas dalam Pengukuran Kinorja belum sepenuhnya ud
mencapal kinerja. c : 050 mempengaruhi penycsuaian Aktifitas dalam
mencapai kinerja )
7|Pengukuran kinerja telah mempeng ian A dalam i Pengukuran Kinctja bzlum sepenuhnya &
mencapai kinerja c | 0.50 |mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam
'|mencapai kinerja |
8| Terdapat efisiens| atas penggunaan anggaran dalam mencapal kinerja B t 070 R R, “JLPPK
9| Sebap unit/satuan kena memahami dan peduli atas hasil pengukuran g Unit Satuan Kegja belum sepenulitya memahami ;Pammgrmf’"x as ) 1, [V
e c 0:60 |dan peduli aas hasil pengokuran kinegia ,
10| Satiap pegawal memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja Pegawal belum scpenuhnya memahami dan’ | Palda Integritas, PK es (1, Il vV
c 0.50 | peduli atas hasi.lvmsukm kinesja
2 1
[ i i s F [osee | 65:00% .78 | D
3.a| Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinorja a00 || “4oo00%| 1 3‘_06
1| Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. oz v e !'..ot; L
2| Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Y “1'00] % |LKi
3| Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan Y .00 LK
4| Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. Y 1.00 i LK}
5| Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. Y 1.00 % LKj ]
6| Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tapat waktu 7 1.00 LK}
3.b| Dokumen Laporan Kiner]a telah 7 iR 3
| menggambarian Kualitas atas Pencapalan lﬁner[a,lnfom 5 -
:mﬂlmm o hYegae fs'\;_m : _?-Uﬂ,
Luml'l Kmaqn dmusun secara henmalms sesual dengan 88 080 LK)
standar, i
2 Dnlu.lman Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh Informas! tentang B ; 070 ey
»encapaian kinefja i Sl
e Dnhmm Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi LKj
lanerja dengan target tahunan. B 0 TQ
4| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfolan perbandingan realisasi oA LK)
kinerja dengan target jangia B ! 070
menengah.
5[ Dokumen Laporen Kinerja telah meng 1 pert gan realisasi - ; il [
kinerja dengan realisasi kinerja B 070 i
|sahun-tahun sebelumnya. ‘
5| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasf : LK
kinerja dengan realiasi kinerja di lavel (Bench ec 2 060
- g
7| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja 2 LK
beserta upaya nyata dan/atau hambatannya cc TeEe 0 50 '
8[Dokumen Laporan Kinerja telah fnonglnfoknn efislens atas penggunaan EAT " |Efisiensi yang di laporkan bukanlalt upaya yang |U<]
sumber daya dalam mencapai kinerja. ¢ ; * 050 |dilakuksn OPD; tapi kegiatan yang tidak jadi TR
§ dilaksapakan - )
| Ockumen Laporan Kinena telah menginfokan upaya perbaikan dan s o 3 TR ™V ]
penyempurnaan kinena ke depan ; j
—|(Beiomendasi perbaiian iineria) ! .
3z Pduonl Kinerja telah memberikan dampn(m besar dalam
Y strataglikebljalan dalam mencapal kinerfa berikutny
1| informasi datam laporan lanerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan g lpfoﬂmﬂdnlmbp«mlnejabolnm | Notulen rapat pambahasan LK), dokumentasi,
s i o epenluys merjdipechtin o i [t TR
2|Penyajan informas delam laporan kinerja menjadi kepedulian selurun | Penyajian lnromn-l dalam llpotmkh:dl olum | Nhlen rapat pombahasah LK], dokamentsl,
lac 0 npmuhwa menjadi hpodulln soluruh pegawai |danar hadir
3|Informasi dalam laporan kinens berkala telah delam - e
. 2 pisigh i wmuudnhnm Womum m.nomhmw.uw_mmuamm
unmkumod M e
1
4|Informasi calam laporan iinerja berkala telah dalam Bertala bel (7] q :
e i EooaoUdin arihecn inkik ool kdnaria b wanunliddlmlqaulnldm i uﬂ.manPl oV renfa, renja perubahan
i mnumkmu lanens.
5|Informasi dalar laporan kinerja telah digunakan dalam ovaluasi ~[inforvaas sl aporan Kinoge belm sepenaieye | LK, nOklen &pal v anf, rorJa perubanan
pencapaian keberhasilan kinera _ - 050 | digunakan dalam cyaluasi pencapalan keberhoslan i j
8|Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam panyesuaian v %mmwmm LK), notulen rapal ev fenfa, renja parubahan
perancanaan kinerja yang akan dihadapl berikutnya 3 ¥ §akin dalan enveeatian pertaca A L
7|Iinformasi dalam laparan kinerja selalu mempengaruhi parubahan budaya formaai dalain Japoren kinerja belun Parbupitebi) g budaya 1]
kinerja organisasl. Wu!u peruh\m budayu hnq;«whn. "
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AT TR Y Y LRI Ak e

i b & i
4.a] Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan L0 i
d taknis Evall ilitas Ki Intormal Vi ] ¥
1 Tgn-j.pﬂ,l s inerja Inl al i Sﬂ?.\dlﬁp '
i 1 lah di ka : .
2 E\uluul Akuntabllitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh v . e, I:HE i ;
e Kinerja Internal telah dilaksanakai T - 3 ] ‘
3 m-hm\n ra al tela sanakan secara ¥ ; : :
750 ' '
. = L i " T Wlmmmw
7 ST, S dolamentasidanar hadieoKks |
P SDMmmulmhu wnlud lidak semua
¢ ;.nmmﬂtld s«nﬁknDMntEvm...l saldp , j
cc Bty _"'Eio ouk_up dihhxk.unpmdalnnm ISarcae [ ¢ 2
it kera/pers 2 BB li o r',r':. BPT.LHE
5| Evaluasi mm-umu Ktrmjn Internal telah dilaksanakan menggunakan T o R A E-sakip
Teknolog Informasi (Aplikasi). E R4 Evaluasl SAKIP Belum menggunakan Aplikasl |~
Trplementas] SAKIP talah meningkat karena evalias) AkUREIbiltas T '
Kinega Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) A
dalam efektifitas dan efisiens! Kinerja 1250
1[Sekiruh dasl atas hasil evaluasl akuntablitas kinerja Internal telah B - :f[w;.m,'m thduklwml ! J] buldi tindak lanjut
2| Telah terjadi p WRApIbmentaS| SAIC; et | Scbagian telah di tindaklanjui THE SAKP~
tndak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja Internal cc T & ;
3| Hasil Evaluasi ‘-‘:Ilnas Kinerja | telah dimanfaatkan untuk Sebagian iclah di tindaklanjuti ' bkt tindak lanjut
perbaikan dan peningkatan cc g X - ; :
4[Hasil dan Evaluas| Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam i qSebag'nn telah di tindaklanjuti - |LHE. bukti tindaK lanjut
mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. cc l s i
5| Telah terjadi perbaikan dan peninglatan ldnaf_ia dengan memanfaatian cc , | Sebagian telah di tindaklanguti LHE, bukti tindak fanjut
il eval b dnerja internal = S AT e VR LA (R ey e
il idted E - e H &
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